
 

 

BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan data-data yang diperoleh dari PT. Baba Rafi Indonesia terhadap 

perlakuan akuntansi perpajakan atas transaksi franchise, maka kesimpulan yang dapat 

diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Transaksi-transaksi yang ada pada PT. Baba Rafi Indonesia adalah 

pendapatan investasi, penjualan bahan baku, penjualan outlet mandiri, 

pendapatan training karyawan, pendapatan penjualan katering, pendapatan 

franchisee fee, dan pendapatan royalti dan mengakui transaksi-transaksi 

berdasarkan accrual basis. 

2. Perlakuan akuntansi perpajakan atas transaksi-transaksi diatas meliputi 

pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang diterapkan telah 

sesuai dengan akuntansi dan perpajakan yang berlaku. 

3. Pada transaksi pendapatan royalti PT. Baba Rafi Indonesia, tidak boleh 

memotong PPh pasal 23 atas royalti karena franchisee sifatnya perorangan 

atau bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) jadi royalti yang seharusnya dibayar 
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oleh franchisee dikenakan PT. Baba Rafi Indonesia dari pendapatan royalti 

yang diterima belum termasuk PPh Pasal 23.  

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Keterbatasan dalam penelitian ini adalah 

 Peneliti tidak memperoleh data secara lengkap dalam laporan keuangan 

seperti neraca dan laporan laba rugi. 

5.3 Saran 

 Saran yang diberikan untuk Perusahaan adalah dalam hal pendapatan royalti, 

seharusnya perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan yang dilakukan 

oleh franchisee dan selain itu perlu juga dilakukan inspeksi secara periode untuk 

memantau kegiatan yang dilakukan oleh franchisee, untuk perpajakannya seharusnya 

jurnalnya : 

Pada Saat terutang : 

 

 

Pada Saat pembayaran : 

 

 

 

PPh Pasal 23     Rp. 958.237 

 Hutang PPh Pasal 23     Rp. 958.237 

Hutang PPh Pasal 23    Rp. 958.237 

 Kas       Rp. 958.237 
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Hutang pajak diperoleh 15% dari pendapatan royalti. Menyetornya paling lambat 

tangal 10 di bulan berikutnya dan melaporkan paling lambat tanggal 20 di bulan 

berikutnya. 

Dalam perpajakannya tidak dijelaskan secara rinci, hanya transaksi-transaksi 

yang terkait saja yang dijelaskan pajaknya. dan bukti pada PPN tidak bisa diberikan 

karena selama ini setiap franchisee yang beli tidak pernah meminta faktur pajak 

sehingga pihak franchisor tidak pernah mengeluarkan PPN.
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